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Ringkasan eksekutif
Makalah ini menganalisis persyaratan-persyaratan untuk minyak sawit berkelanjutan yang 
terdapat dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan 
negara-negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, 
dan Swiss). Makalah ini mempertimbangkan apakah persyaratan-persyaratan yang sama 
dapat dicantumkan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang saat ini sedang 
dinegosiasikan antara Indonesia dan UE dan memberi saran tentang cara-cara ke depan untuk 
perjanjian-perjanjian perdagangan di masa mendatang yang bertujuan untuk mendorong 
perdagangan minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan.

CEPA Indonesia-EFTA mulai berlaku pada 1 November 2021. Pasal 8.10, tentang ‘Pengelolaan 
Berkelanjutan Sektor Minyak Nabati dan Perdagangan Terkait ’ memuat komitmen untuk: 
‘menerapkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang bertujuan untuk melindungi hutan primer, 
lahan gambut, dan ekosistem terkait, menghentikan deforestasi, pengeringan lahan gambut, 
dan pembakaran untuk pembukaan lahan, mengurangi polusi udara dan air, dan menghormati 
hak-hak masyarakat adat dan pekerja setempat’ dalam produksi dan perdagangan minyak 
nabati.’

Konsesi dagang untuk minyak nabati – yang, dalam konteks Indonesia, pada dasarnya sama 
dengan minyak sawit – diputuskan oleh setiap Pihak dalam perjanjian. Dari negara-negara 
EFTA tersebut, sampai saat ini hanya Swiss yang telah menetapkan secara terperinci tentang 
rencana pelaksanaannya, dengan menetapkan serangkaian pengurangan bea impor (dalam 
kuota-kuota yang disepakati) untuk minyak sawit, stearin sawit, dan minyak inti sawit jika 
memenuhi kriteria. Kepatuhan terhadap kriteria tersebut ditunjukkan dengan mengimpor 
minyak sawit tersertifikasi sesuai dengan standar Pembahasan tentang Minyak Sawit 
Berkelanjutan (RSPO) (Identity Preserved atau Segregated); Sertifikasi Keberlanjutan dan 
Karbon Internasional (ISCC) Plus Segregated; atau Grup Inovasi Minyak Sawit (POIG) (yang 
digabungkan dengan sistem RSPO Identity Preserved atau Segregated.

Dalam praktiknya, dampak dari ketentuan tersebut mungkin tidak signifikan. Swiss mengimpor 
sangat sedikit minyak sawit dari Indonesia, dan sebagian besar sudah tersertifikasi sesuai 
dengan RSPO Identity Preserved, dan sebagian besar sudah mendapat manfaat dari bea impor 
nol atau bea impor yang rendah. Namun demikian, sistem yang ditetapkan oleh Swiss dapat 
memberi preseden untuk perjanjian-perjanjian dagang di masa mendatang.

Ini  terkait khusus dengan negosiasi yang sedang berlangsung untuk FTA antara Indonesia dan 
UE, yang merupakan pasar yang lebih penting untuk ekspor minyak sawit Indonesia. Indonesia 
telah mengusulkan dimasukkannya bahasa tentang minyak nabati berkelanjutan, tetapi dalam 
proposalnya, ‘keberlanjutan’ harus diverifikasi melalui standar yang ditetapkan oleh salah satu 
pihak – yang berarti bahwa skema Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) harus diakui 
oleh UE. UE belum membuat proposal tanggapan.

Tentu saja, ada kemungkinan bahwa UE dapat menerima prinsip umum diskriminasi dalam 
perdagangan berdasarkan cara produk diproduksi, seperti dalam CEPA EFTA. Skema sertifikasi 
dapat juga digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria tersebut karena 
digunakan untuk memutuskan kelayakan penerimaan dukungan untuk penggunaan minyak 
nabati untuk bahan bakar hayati sesuai dengan Pedoman Energi Terbarukan UE. Namun, 
sangat tidak mungkin bahwa kriteria apa pun yang dapat disetujui oleh UE akan mencakup 
minyak sawit tersertifikasi ISPO karena banyaknya kekurangan dalam skema ISPO.
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Langkah-langkah berikut ini akan membantu memaksimalkan hasil dari FTA Indonesia-UE 
di masa mendatang dalam hal dukungan untuk perdagangan minyak sawit yang diproduksi 
secara berkelanjutan:

	 •	 Definisi yang cermat dan mendetail tentang kriteria untuk minyak sawit berkelanjutan,  
		  yang mencakup semua masalah lingkungan, sosial, ketenagakerjaan, dan hak asasi  
		  manusia yang relevan.

	 •	 Evaluasi kriteria melalui proses multipemangku kepentingan, yang mencakup  
		  perwakilan petani minyak sawit, terutama petani kecil, masyarakat setempat, dan  
		  organisasi masyarakat sipil, beserta dengan pemerintah dan industri.

	 •	 Tawaran bantuan dari UE untuk menyempurnakan kriteria, pelaksanaan, dan  
		  pemantauan skema ISPO agar dapat memenuhi kriteria keberlanjutan yang ambisius.

	 •	 Dimasukkannya dalam FTA unsur-unsur yang diambil dari Perjanjian Kemitraan Sukarela  
		  (VPA) dari Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (FLEGT)  
		  UE. Unsur-unsur tersebut dapat mencakup komitmen Indonesia untuk menyempurnakan  
		  tata kelola dan penegakan hukum; untuk meningkatkan transparansi dan masukan  
		  multipemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan; dan untuk menetapkan  
		  skema keterlacakan yang mapan dan dapat diverifikasi secara independen, untuk  
		  mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar UE dan bantuan pengembangan kapasitas  
		  dari UE, termasuk bantuan untuk petani kecil.

Foto: Nanang Sujana/CIFOR



6 meningkatkan tata kelola hutan terkait dengan minyak sawit (Januari 2022)

1  CEPA EFTA-Indonesia dan minyak sawit
Negosiasi luas Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)_antara Indonesia dan negara-negara 
Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, dan Swiss) 
diluncurkan pada Juli 2010 dan disepakati pada Desember 2018, dengan penandatanganan 
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).1 Setelah ratifikasi oleh semua pihak dalam 
perjanjian tersebut, CEPA mulai berlaku pada 1 November 2021. 

Perjanjian ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, 
pengadaan pemerintah, persaingan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, dan 
kerja sama. Dalam bidang perdagangan barang, negara-negara EFTA akan menghapus semua 
bea cukai untuk impor produk industri, termasuk ikan dan produk laut lainnya, yang berasal 
dari Indonesia. Indonesia akan secara bertahap menghapus atau mengurangi bea cukai untuk 
produk industri, termasuk ikan dan produk laut lainnya, yang berasal dari negara EFTA.

Perjanjian ini memuat beberapa rujukan pada pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam 
pasal-pasal yang menetapkan tujuan perjanjian. Bab 8 dikhususkan untuk ‘Perdagangan dan 
Pembangunan Berkelanjutan’. Bab 8 memuat komitmen untuk ‘mendorong pengembangan 
perdagangan internasional dengan cara sedemikian rupa agar dapat berkontribusi pada tujuan 
pembangunan berkelanjutan’ (Pasal 8.1(2)) dan mengakui bahwa ‘pembangunan ekonomi, 
pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan merupakan komponen pembangunan 
berkelanjutan yang saling tergantung dan saling memperkuat’ (Pasal 8.1(3)).

Sebagian besar dari isi Bab 8 memiliki garis besar yang sama dengan bab-bab tentang 
perdagangan dan pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan dan 
investasi UE terkini: sebuah pengakuan akan pentingnya masalah tersebut.  Hal ini dapat juga 
dilihat sebagai komitmen untuk menjunjung standar perlindungan lingkungan dan tenaga 
kerja, termasuk tidak menurunkan standar demi menarik investasi atau untuk mewujudkan 
keunggulan perdagangan yang kompetitif. Bab tersebut merujuk berbagai perjanjian 
internasional, termasuk perjanjian-perjanjian lingkungan multilateral, terutama Konvensi 
Perdagangan Internasional untuk Spesies Langka (CITES) (termasuk dalam pasal tentang 
pengelolaan hutan berkelanjutan) dan konvensi-konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Ada juga komitmen untuk ‘mendorong pengembangan dan penggunaan skema sertifikasi 
untuk produk yang terkait dengan hutan dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan’; dan 
rujukan spesifik ke penggunaan sistem jaminan legalitas untuk kayu, sebagaimana diwajibkan 
dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) UE-Indonesia yang ditetapkan dalam Rencana Aksi 
Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan (FLEGT) UE (Pasal 8.8(2) (b) dan (c), 
secara berurutan). 

Tidak ada satu pun dari komitmen-komitmen tersebut yang langsung berdampak pada 
perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EFTA. Pengecualiannya adalah Pasal 8.10, 
tentang ‘Pengelolaan Berkelanjutan Sektor Minyak Nabati dan Perdagangan Terkait ’ (lihat 
Boks: Pasal.10)

1 - Tersedia di https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-main-agreement.pdf.

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-main-agreement.pdf.
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PASAL 8.10

Pengelolaan Berkelanjutan Sektor Minyak Nabati dan Perdagangan Terkait 

1. Para Pihak mengakui perlunya mempertimbangkan peluang dan tantangan ekonomi, 
lingkungan, dan sosial yang terkait dengan produksi minyak nabati dan bahwa perdagangan di 
antara Para Pihak dapat berperan penting dalam mendorong pengelolaan berkelanjutan dan 
pengoperasian sektor minyak nabati.

2. Untuk memastikan pengelolaan dan pengoperasian sektor minyak nabati yang baik dan 
bermanfaat secara ekonomi, lingkungan, dan sosial, Para Pihak berkomitmen untuk, antara lain:

(a)	secara efektif menerapkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang bertujuan untuk 
melindungi hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem terkait, menghentikan deforestasi, 
pengeringan lahan gambut, dan pembakaran untuk pembukaan lahan, mengurangi polusi 
udara dan air, dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan pekerja setempat;

(b)	mendukung penyebarluasan dan penggunaan standar, praktik, dan pedoman keberlanjutan 
untuk minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan;

(c)	bekerja sama untuk meningkatkan dan memperkuat standar pemerintah jika relevan;

(d)	memastikan transparansi kebijakan dan langkah-langkah dalam negeri terkait dengan 
sektor minyak nabati; dan

(e)	memastikan bahwa minyak nabati dan produk-produk turunannya yang diperdagangkan 
di antara Para Pihak diproduksi sesuai dengan tujuan keberlanjutan yang disebutkan dalam 
subparagraf  (a).

2 - Lihat CEPA Indonesia–EFTA Annex III, Lampiran tentang Komitmen Tarif Barang: Komitmen Islandia untuk Barang yang Berasal dari Indonesia; dan Annex IV, Lampiran tentang 
Komitmen Tarif Barang: Komitmen Norwegia untuk Barang yang Berasal dari Indonesia. Lichtenstein adalah bagian dari sebuah perserikatan cukai dengan Swiss, jadi negara ini tidak 
memiliki lampiran tarif terpisah.

Konsesi dagang untuk minyak nabati, bersamaan dengan konsesi produk-produk pertanian 
lainnya – yang, dalam konteks Indonesia, pada dasarnya sama dengan minyak sawit – 
diputuskan oleh setiap Pihak dalam perjanjian. Dari negara-negara EFTA tersebut, sampai saat 
ini hanya Swiss yang telah menetapkan rencana pelaksanaan ketentuan yang terkait dengan 
minyak sawit (lihat di bawah ini); karena sebagai ekonomi terbesar sejauh ini di kawasan 
EFTA, dalam hal apa pun, Swiss adalah negara paling signifikan. Islandia dan Norwegia telah 
memublikasikan lampiran tarif termasuk bea impor nol untuk semua atau sebagian besar jenis 
minyak sawit, sepanjang produk-produk tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8.10, tetapi 
tampaknya tidak ada informasi yang tersedia tentang pelaksanaan ketentuan ini.2
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1.1	 Pelaksanaan ketentuan minyak sawit: Swiss
Preferensi tarif Swiss untuk impor minyak sawit Indonesia mencakup serangkaian kuota besaran 
tarif untuk berbagai produk (kuota A untuk minyak sawit mentah, kuota B untuk stearin sawit, 
kuota C untuk minyak inti sawit) yang menerapkan pengurangan bea impor antara 20 sampai 40 
persen untuk impor sampai pagu volume kuota; kenaikan tahunan untuk pagu tersebut diizinkan 
selama lima tahun.3 Kuota B dan C, untuk stearin sawit dan minyak inti sawit, memiliki dua level, 
dengan pengurangan bea impor yang lebih tinggi untuk volume awal.

	 •	 Kuota A: 1.000 ton untuk minyak sawit mentah, penurunan tarif 30 persen, kenaikan  
		  tahunan 50 ton dalam lima tahun menjadi 1.250 ton.

	 •	 Kuota B1: 5.000 ton untuk stearin sawit, penurunan tarif 40 persen, kenaikan tahunan 250  
		  ton dalam lima tahun menjadi 6.250 ton.

	 •	 Kuota B2: 1.000 ton untuk stearin sawit, penurunan tarif 20 persen, kenaikan tahunan 50  
		  ton dalam lima tahun menjadi 1.250 ton.

	 •	 Kuota C1: 2.000 ton untuk minyak inti sawit, penurunan tarif 40 persen, kenaikan  
		  tahunan 100 ton dalam lima tahun menjadi 2.500 ton.

	 •	 Kuota C2: 1.000 ton untuk minyak inti sawit, penurunan tarif 20 persen, kenaikan  
		  tahunan 50 ton dalam lima tahun menjadi 1.250 ton.

Preferensi perdagangan tersebut hanya akan diberikan jika minyak sawit yang diimpor telah 
diproduksi seluruhnya di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 
8.10 CEPA. 

Tentu saja, masalah utamanya adalah bagaimana kepatuhan ini dapat ditunjukkan. Rancangan 
peraturan dipublikasikan pada Desember 2020 dan terbuka untuk konsultasi sampai April 
2021.4 Tanggapan terhadap konsultasi tersebut sangat suportif; tidak ada responden yang 
berkeberatan dengan sistem yang diusulkan meskipun ada berbagai usulan untuk mengadakan 
perubahan-perubahan dalam detail peraturan tersebut. Sejumlah responden mengamati bahwa 
peraturan tersebut mewakili model yang baik untuk perjanjian-perjanjian dagang di masa 
mendatang. Peraturan dengan sedikit revisi diadopsi pada bulan Agustus dan mulai berlaku 
setelah perjanjiannya berlaku, yaitu pada 1 November 2021.5

Peraturan tersebut menetapkan sistem pemerintah yang mewajibkan importir yang ingin 
mengimpor minyak sawit dari Indonesia dengan tarif istimewa untuk memberikan bukti 
kepatuhan terhadap tujuan keberlanjutan yang tercantum dalam Pasal 8.10 CEPA. Importir wajib 
menunjukkan kepatuhan ini dengan memberikan bukti sertifikasi produk terhadap standar yang 
digabungkan dengan ketentuan keberlanjutan dalam Pasal 8.10. 

Alih-alih menetapkan sistem kendalinya sendiri, pemerintah Swiss memutuskan untuk menilai 
apakah skema sertifikasi yang ada untuk minyak sawit memadai untuk memenuhi kriteria-kriteria 
ini; seperti dijelaskan dalam penjelasan peraturan ini, ‘Swiss tidak memiliki kemungkinan, keahlian 
maupun sumber daya untuk melakukan inspeksi lapangan di Indonesia’.6 Sekretariat Negara 
untuk Urusan Ekonomi (SECO) menugaskan sebuah evaluasi mengenai lima skema yang sudah 
ada; evaluasi ini diawasi oleh Kantor Federal Lingkungan Hidup, WWF, dan Jaringan Minyak Sawit 
Swiss (yang terdiri atas importir, pasar swalayan, dan perusahaan), dan dilakukan oleh konsultan, 
Christof Walter Associates.7 Kelima skema yang dievaluasi adalah skema dalam:

3 - Lihat CEPA Indonesia–EFTA Annex V, Lampiran tentang Komitmen Tarif Barang: Komitmen Swiss untuk Barang yang Berasal dari Indonesia; dan Departemen Urusan Ekonomi, 
Pendidikan, dan Penelitian Federal Swiss, Lembar fakta: Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the EFTA States and Indonesia (Februari 2021).
4 - Pemberitahuan konsultasi dapat dilihat di  https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/73/cons_1; rancangan peraturan dapat dilihat di https://www.newsd.admin.ch/
newsd/message/attachments/64592.pdf.
5 - Peraturan final, penjelasan, dan hasil konsultasi dapat dilihat di https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84740.html.
6 - Peraturan Impor Minyak Sawit yang Diproduksi Secara Berkelanjutan dari Indonesia dengan Tarif Bea Istimewa: Penjelasan Peraturan (Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi, 
Agustus 2021), Pasal 2 (terjemahan tidak resmi).
7 - Christoph Walter Associates, Benchmarking Study on Sustainability Standards for the Palm Oil Sector – Project report May 2020; https://palmoelnetzwerk.ch/wp-content/
uploads/2020/05/benchmarking-of-palm-oil-sustainability-standards-project-report.pdf.

https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/73/cons_1
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64592.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64592.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84740.html
https://palmoelnetzwerk.ch/wp-content/uploads/2020/05/benchmarking-of-palm-oil-sustainability-standards-project-report.pdf
https://palmoelnetzwerk.ch/wp-content/uploads/2020/05/benchmarking-of-palm-oil-sustainability-standards-project-report.pdf
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	 •	 Pembahasan tentang Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO). Skema RSPO menawarkan  
		  empat model rantai pasok; hanya model identity preserved (di mana minyak sawit  
		  dari satu sumber tersertifikasi yang dapat diidentifikasi tetap terpisah dari minyak  
		  sawit konvensional di sepanjang rantai pasok) dan model segregated (di mana minyak  
		  sawit berkelanjutan dari berbagai sumber tersertifikasi tetap terpisah dari minyak sawit  
		  konvensional) yang dievaluasi.  Model Mass balance dan model book-and-claim  
		  tidak dianggap memadai untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria karena tidak  
		  menyediakan keterlacakan fisik, hanya memberikan keterlacakan administratif.8

	 •	 Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon Internasional (ISCC). Skema ISCC digunakan secara  
		  luas untuk minyak nabati yang digunakan untuk bahan bakar nabati; ISSC Plus  
		  adalah standar untuk penggunaan lain, termasuk bahan makanan. Sama dengan RSPO,  
		  ISCC menawarkan model rantai pengawasan segregated dan mass balance; hanya model  
		  segregated yang dievaluasi.

	 •	 Grup Inovasi Minyak Sawit (POIG). Sebagai inisiatif dengan multipemangku kepentingan,  
		  POIG bertujuan untuk mendorong penerapan praktik produksi minyak sawit yang  
		  bertanggung jawab yang melampaui standar RSPO. Piagam POIG mewajibkan  
		  sertifikasi sesuai dengan standar RSPO beserta dengan kepatuhan terhadap Piagam  
		  POIG, yang mencakup kriteria yang terkait dengan tanggung jawab lingkungan,  
		  kemitraan dengan masyarakat, dan hak-hak pekerja serta integritas perusahaan dan  
		  produk.

	 •	 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Sebagai LSM internasional,  
		  Rainforest Alliance berfokus pada sertifikasi berkelanjutan untuk kehutanan, pertanian,  
		  dan pariwisata. Standar minyak sawitnya akan direvisi pada tahun 2022, dan standar ini  
		  akan mencakup persyaratan sertifikasi RSPO serta kriterianya sendiri. 

	 •	 Bio Suisse Organic. Bio Suisse adalah organisasi induk produsen organik dan asosiasi  
		  produsen Swiss, yang memberi sertifikasi untuk produk sesuai dengan standar organik.  
		  Seperti Rainforest Alliance, Bio Suisse berencana untuk mengubah peraturannya untuk  
		  mewajibkan sertifikasi RSPO sebagai prasyarat untuk sertifikasinya sendiri.

Dalam praktiknya, sebagian besar minyak sawit di seluruh dunia tercakup oleh skema RSPO 
atau ISCC (meskipun tidak harus menurut model segregated atau identity preserved).9 Banyak 
organisasi yang disertifikasi sesuai dengan standar Rainforest Alliance dan beberapa organisasi 
yang disertifikasi sesuai dengan standar organik Bio Suisse cenderung disertifikasi juga oleh 
RSPO.

Standar keberlanjutan minyak sawit nasional Indonesia, ISPO, tidak termasuk dalam laporan 
penilaian tersebut; sesuai dengan pernyataan studi:

“Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) saat ini tidak relevan dengan pasar 
Swiss dan tidak mungkin memperoleh posisi yang lebih utama dalam bentuknya saat ini, 
sebagaimana beberapa studi telah menemukan bahwa mutu ISPO rendah dibandingkan 
dengan standar-standar lain … Oleh karena itu, studi banding untuk ISPO tidak dimasukkan 
dalam laporan ini meskipun kami merujuk temuan-temuan tentang ISPO dari berbagai 
studi lain dan uraian singkat. Patut dicatat bahwa ISPO saat ini sedang dievaluasi. Versi ISPO 
mendatang mungkin terbukti lebih relevan untuk industri Swiss dan dapat dimasukkan 
dalam evaluasi di kemudian hari”.10

8 - Dalam model mass balance, minyak sawit tersertifikasi dicampur dengan minyak sawit konvensional tetapi dipantau secara administratif; pengguna dapat mengiklankan 
produk mereka sebagai produk tersertifikasi sebagian, biasanya dengan angka persentase spesifik. Dalam model book-and-claim, minyak sawit tersertifikasi tidak dipisahkan, 
tetapi pemasok-pemasok minyak sawit tersertifikasi menjual sertifikat kepada pengguna; meskipun pengguna sebenarnya tidak menggunakan minyak sawit tersertifikasi, 
pengguna jelas berkontribusi pada biaya produksi.
9 - Statistik global komprehensif tidak tersedia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sertifikat book-and-claim telah menurun baik secara mutlak maupun 
secara relatif. Di beberapa negara Eropa, segregated (termasuk identity preserved) sekarang merupakan mayoritas impor, sedangkan di negara-negara lain, mass balance masih 
signifikan; lihat Choosing Sustainable Palm Oil: Laporan kemajuan tentang impor dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan di Eropa / Progress report on the import and use of 
sustainable palm oil in Europe (ESPO, 2019).
10 - Benchmarking Study on Sustainability Standards for the Palm Oil Sector, p. 3.
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Setelah perjanjian tersebut selesai, duta besar Indonesia untuk Swiss berkomentar bahwa 
kedua negara bekerja sama untuk memperkuat sertifikasi ISPO, sehingga sertifikasi ini dapat 
dimasukkan sebagai salah satu standar dalam peraturan ini.11 Hal ini ditegaskan oleh menteri 
perdagangan Indonesia pada bulan April.12

Kelima standar yang harus dievaluasi tersebut dibandingkan dengan tolok ukur versi 
pengembangan dari Alat Penilaian Sertifikasi WWF. Ini adalah metodologi formal yang 
dikembangkan oleh WWF untuk mengevaluasi dan membandingkan standar dan skema 
sertifikasi; alat ini menilai kriteria yang dicakup oleh standar tersebut, termasuk masalah 
lingkungan, sosial, dan hak, bersama dengan tata kelola, peraturan, dan prosedur skema 
tersebut. Untuk tujuan evaluasi SECO, 30 kriteria ditambahkan ke 160 kriteria dalam Alat 
Penilaian Sertifikasi, yang mencakup persyaratan-persyaratan tambahan untuk hak-hak asasi 
manusia dan tenaga kerja, kriteria untuk memantau dan mengevaluasi dampak sertifikasi 
dan praktik-praktik baik lainnya untuk kilang minyak sawit, pengelolaan limbah, penggunaan 
energi, dan hubungan dengan petani kecil.

Studi ini menemukan bahwa POIG dan RSPO berperingkat tertinggi, masing-masing dengan 
cakupan 93 persen dan 91 persen dari kriteria studi banding. POIG dan RSPO diikuti oleh ISCC 
Plus (83 persen), Rainforest Alliance (78 persen), dan Bio Suisse Organic (58 persen). Seperti 
kesimpulan laporan, peringkat ini secara umum konsisten dengan temuan-temuan studi 
banding lain yang dipublikasikan, meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi dan fokus 
tematik.

SECO menyetujui temuan ini, dan memilih opsi yang menurutnya menjadi empat opsi 
terbaik: RSPO Identity Preserved, RSPO Segregated, ISCC Plus Segregated, dan POIG yang 
dikombinasikan dengan RSPO Identity Preserved atau Segregated. Keempat opsi ini tercantum 
dalam Pasal 3 peraturan tersebut. Pasal 7 menetapkan bahwa daftar standar yang diakui 
harus dievaluasi secara berkala, dengan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait 
dari perusahaan dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa standar-standar itu tetap 
memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria. Standar dapat dihapus dari daftar yang disetujui 
dan standar baru ditambahkan.

Importir yang telah disertifikasi menurut salah satu standar keberlanjutan ini akan dapat 
mengajukan permohonan kepada SECO yang, jika disetujui, akan memberi mereka hak 
untuk mengimpor minyak sawit dari Indonesia dengan basis preferensi.13 Dengan demikian, 
tanggung jawab akhir untuk persetujuan ada pada SECO. Importir tersebut akan menggunakan 
formulir deklarasi pabean atas barang impor untuk menyatakan bahwa barang dalam setiap 
pengiriman memenuhi standar keberlanjutan; bukti asal barang harus diberikan juga, dan 
impor harus dikirimkan dalam tangki-tangki 22 ton untuk memudahkan keterlacakan. Pihak 
berwenang akan memeriksa apakah importir tersebut memiliki otorisasi yang diperlukan saat 
mengeluarkan barang dari pabean, dan pemeriksaan acak, atau pemeriksaan berdasarkan 
kecurigaan, akan dilakukan juga untuk mengonfirmasi apakah barang dalam setiap pengiriman 
tersertifikasi sesuai dengan klaim importir. Jika ada pelanggaran, petugas pabean dapat 
memungut selisih dalam bea pabean dan, mungkin dapat menjatuhkan denda tambahan.

Dampak pada ekonomi Swiss dalam hal ketentuan minyak sawit tidak diperkirakan signifikan. 
Catatan ringkasan pemerintah Swiss untuk perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemerintah 
mengasumsikan: ‘Total impor minyak sawit Swiss tidak akan meningkat akibat CEPA. 
Impor minyak sawit Swiss dari Indonesia saat ini sangat rendah… Indonesia mungkin akan 
mendapatkan pangsa pasar dalam jangka panjang dengan adanya perjanjian tersebut… 
Hampir seluruh minyak sawit yang ditujukan untuk industri makanan Swiss sudah tersertifikasi 
menurut standar keberlanjutan.’14

11 - Astro Agra Lestari, ‘Conditional Victory For Indonesian Palm Oil’, 23 Maret 2021; https://www.astra-agro.co.id/en/2021/03/23/conditional-victory-for-indonesian-palm-oil/.
12 - ‘House approves Indonesia-EFTA trade deal’, Jakarta Post, 12 April 2021.
13 - Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Federal Swiss, Fact sheet on palm oil in relation to the wide-ranging Economic Partnership Agreement with Indonesia 
(tidak bertanggal); https://www.swissinfo.ch/resource/blob/46383566/a26d9252e28fb603eb2846f0ec541b6f/info-sheet-data.pdf.
14 - Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Federal Swiss, Fact sheet: Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the EFTA States and 
Indonesia (Februari 2021).

https://www.astra-agro.co.id/en/2021/03/23/conditional-victory-for-indonesian-palm-oil/
https://www.swissinfo.ch/resource/blob/46383566/a26d9252e28fb603eb2846f0ec541b6f/info-sheet-data.pdf
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Menurut catatan ringkasan tersebut, sejak 2012 sampai 2019, Swiss mengimpor rata-rata 
32.027 ton minyak sawit setiap tahun dari seluruh dunia. Selama periode ini, rata-rata 811 ton 
per tahun, atau sekitar 2,5 persen dari volume total, berasal dari Indonesia; volume ini turun 
menjadi 35 ton (0,1 persen dari total impor minyak sawit) pada tahun 2019. Lihat Gambar 1.

Gambar. 1 Impor minyak sawit ke Swiss, 2012–19

Sumber:  Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Federal (nd), Fact sheet on palm oil in relation to the 
wide-ranging Economic Partnership Agreement with Indonesia

Proporsi ini sangat kecil dari total ekspor minyak sawit Indonesia ke semua negara tujuan dari 
sekitar 37 juta ton setahun. Meskipun importir Swiss mencapai pagu kuota 12.500 ton setahun, 
ini akan tetap berkontribusi hanya 0,03 persen dari ekspor minyak sawit Indonesia (pada 
volume 2019). Pada tahun 2020, total impor minyak sawit Swiss turun lebih jauh, menjadi 19.789 
ton, meskipun volume impor dari Indonesia naik sedikit menjadi 125 ton.15

Jaringan Minyak Sawit Swiss, yang mewakili importir dan pengguna minyak sawit utama di 
Swiss, dibentuk pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mencapai minyak sawit yang 100 persen 
tersertifikasi dan segregated pada tahun 2025. Informasi terbaru dalam situs web mereka 
menyatakan bahwa tujuan ini sudah tercapai untuk minyak sawit dan minyak inti sawit, tetapi 
belum untuk stearin sawit.16

Selain itu, bea impor Swiss untuk minyak sawit cukup rendah; untuk minyak sawit mentah dan 
minyak inti sawit mentah misalnya, bea impornya nol, demikian juga untuk beberapa kategori 
produk lain. Bersama dengan sebagian besar negara-negara berkembang, Indonesia termasuk 
dalam Sistem Preferensi Umum (GSP) Swiss, yang menetapkan pengurangan tarif yang berlaku 
pada negara-negara berkembang, jadi Indonesia sudah mendapat manfaat dari tarif bea impor 
yang rendah.

15 - UN Comtrade.
16 - Lihat https://palmoelnetzwerk.ch/en/the-network/.

https://palmoelnetzwerk.ch/en/the-network/
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Lalu, diasumsikan bahwa jika impor minyak sawit dari Indonesia naik sampai pagu kuota 
tarif (total 10.000 ton untuk semua produk, naik menjadi 12.500 ton selama lima tahun), ini 
akan menggeser impor dari sumber-sumber lain, misalnya dari Côte d’Ivoire, Malaysia, dan 
Kepulauan Solomon, yang merupakan sumber utama impor Swiss pada tahun 2019 dan 2020.17

Persyaratan-persyaratan untuk minyak sawit berperan besar dalam referendum CEPA pada 
Maret 2021 yang didorong oleh ‘komite referendum Stop Palm Oil’, sebuah koalisi masyarakat 
sipil dan kelompok pertanian. Menurut situs web kampanyenya, ‘Kriteria keberlanjutan dalam 
perjanjian tersebut tidak akan berdampak… Tidak ada mekanisme verifikasi yang efektif, dan 
sebenarnya, tidak ada sanksi untuk pelanggaran’ kriteria dalam perjanjian tersebut.18 Pada 
7 Maret 2021 warga Swiss memberikan suara 51,6 persen dibandingkan 48,4 persen untuk 
mendukung CEPA, hasil yang jauh lebih tipis daripada perkiraan; oposisi terkuat sebagian 
besar berasal dari wilayah-wilayah dengan penduduk berbahasa Prancis.19 Menurut beberapa 
pengamat, pencantuman kriteria keberlanjutan bersifat sangat penting, dan referendum 
tersebut mungkin akan kalah tanpa kriteria tersebut.

Namun, tampaknya tidak mungkin bahwa hasil referendum tersebut mengakhiri perdebatan. 
Pernyataan dari komite Stop Palm Oil pada 1 April mengkritisi usulan pilihan sistem-sistem 
sertifikasi, dan menggambarkannya sebagai ‘label yang tidak relevan, yang tentu saja tampak 
bagus di atas kertas, tetapi menunjukkan kekurangan nyata dalam hal pelaksanaan dan 
pengendalian’.20 Koalisi ini meminta studi banding kedua dan untuk memasukkan analisis 
penerapan dan efektivitas standar-standar tersebut, daripada hanya kriterianya; meminta 
agar daftar awal standar dibatasi hanya pada POIG dan RSPO Identity Preserved; dan meminta 
kejelasan atas sanksi terhadap ketidakpatuhan.

Foto: Icaro Cooke Vieira/CIFOR

17 - Monique Ryser, ‘Dispute over palm oil: Agreement with Indonesia breaks new ground’ (bilaterals.org, 13 Januari 2021); https://www.bilaterals.org/?dispute-over-palm-oil-
agreement. Untuk proporsi impor, UN Comtrade.
18 - https://stop-huile-de-palme.ch.
19 - ‘Swiss free trade deal with Indonesia narrowly survives referendum’, swissinfo.ch, 7 Maret 2021.
20 - Agrihebdo, ‘Palm oil ordinance must be overhauled, 1 April 2021; https://www.agrihebdo.ch/news/l-ordonnance-sur-l-huile-de-palme-doit-etre-remaniee/8035.

https://www.bilaterals.org/?dispute-over-palm-oil-agreement. Untuk proporsi impor, UN Comtrade
https://www.bilaterals.org/?dispute-over-palm-oil-agreement. Untuk proporsi impor, UN Comtrade
https://stop-huile-de-palme.ch
https://www.agrihebdo.ch/news/l-ordonnance-sur-l-huile-de-palme-doit-etre-remaniee/8035
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1.2	 Pendapat Indonesia tentang  
persyaratan-persyaratan minyak sawit CEPA

Reaksi di Indonesia atas penandatanganan CEPA dan hasil referendum Swiss secara umum 
tampaknya positif, dan parlemen Indonesia menyetujui perjanjian tersebut pada 9 April 2021.

Namun, ada beberapa komentar tentang tidak dimasukkannya standar ISPO dalam daftar 
sistem sertifikasi yang disetujui di Swiss, dan kedua negara sedang bekerja sama untuk 
memperkuat sertifikasi ISPO, agar dapat dimasukkan sebagai salah satu standar dalam 
peraturan tersebut. 

Di tempat lain, ada kritik atas kegagalan pemerintah dan para eksportir minyak sawit Indonesia 
untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi ‘citra buruk minyak sawit sebagai penyebab 
utama deforestasi’.21 ‘Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia harus 
meyakinkan masyarakat bahwa tanaman ini bukan titik lemah perdagangan Indonesia yang 
dapat menjadi target untuk tarif dan persyaratan lain… Namun, hal itu tidak akan terjadi jika 
pemerintah dan sektor swasta terus memperlakukan masalah lingkungan hanya sebagai 
keharusan untuk mengamankan kesepakatan dagang, alih-alih berinvestasi dalam upaya 
keberlanjutan yang lebih konsisten dan masif yang membuat masyarakat melihat bahwa 
mereka tidak membahayakan hutan hujan saat mengonsumsi minyak sawit.’

Tampaknya tidak mungkin bahwa CEPA akan berdampak signifikan pada eksportir Indonesia. 
Seperti disebutkan di atas, pasar minyak sawit di Swiss sangat kecil, dan bea impor untuk 
minyak sawit dari Indonesia sudah rendah. Jika daftar sistem sertifikasi yang disetujui diperluas 
untuk mencakup ISPO – meskipun saat ini hal itu tampaknya sangat tidak mungkin karena 
ada kekhawatiran tentang standar Indonesia – hal ini dapat berubah, tetapi saat ini ketentuan 
minyak sawit dalam CEPA tampaknya sangat simbolis. 

Memang, persyaratan-persyaratan tersebut ditetapkan oleh CEPA sebagai preseden untuk 
perlakuan minyak sawit dan ini akan sangat berharga bagi pemerintah Indonesia dalam 
negosiasinya dengan UE, importir minyak sawit Indonesia yang jauh lebih besar. Sebagaimana 
dikomentari oleh Wakil Menteri Perdagangan Indonesia pada Juli 2021, ‘Ini adalah preseden 
positif dan menyampaikan pesan yang tegas, jelas, dan kuat kepada publik UE bahwa minyak 
sawit kami dapat diterima dan tidak seharusnya didiskriminasi oleh negara-negara UE’.22

21 - Adisti Sukma Sawitri, ‘What Indonesia’s palm oil is losing in Swiss trade deal’, Jakarta Post, 12 Maret 2021; https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/11/commentary-
what-indonesias-palm-oil-is-losing-in-swiss-trade-deal.html.
22 - Jayanty Nada Shofa, ‘Swiss in Favor of Indonesian Palm Oil Conveys Strong Message to the EU’, Jakarta Globe, 14 Juli 2021.

https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/11/commentary-what-indonesias-palm-oil-is-losing-in-swiss-trade-deal.html
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/11/commentary-what-indonesias-palm-oil-is-losing-in-swiss-trade-deal.html
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Foto: Hari Priyadi/CIFOR
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2  Perjanjian perdagangan bebas UE-Indonesia 
dan minyak sawit

Pada tahun 2009, Indonesia dan UE menyepakati Perjanjian Kerangka tentang Kemitraan dan Kerja 
Sama Komprehensif. Perjanjian ini mulai berlaku pada Mei 2014.23 Perjanjian ini memberi kerangka 
hukum untuk terlibat dan bekerja sama lintas spektrum bidang kebijakan yang luas, termasuk hak 
asasi manusia, dialog politik, dan perdagangan. 

Setelah diskusi penjajakan perdagangan dan investasi, negosiasi untuk FTA UE-Indonesia 
diluncurkan pada 18 Juli 2016. Ambisi  kedua pihak adalah untuk menyepakati sebuah FTA yang 
memfasilitasi perdagangan dan investasi dan mencakup rentang permasalahan yang luas, termasuk 
tarif, hambatan nontarif dalam perdagangan, perdagangan dalam jasa dan investasi, aspek 
perdagangan dalam pengadaan pemerintah, peraturan persaingan, hak kekayaan intelektual, 
dan pembangunan berkelanjutan. Sebelas putaran dialog penuh telah diselenggarakan sejauh 
ini, dengan dialog terakhir pada November 2021. Analisis dampak keberlanjutan FTA diluncurkan 
pada tahun 2018 dan laporan akhirnya, yang disusun oleh konsultan Development Solutions, 
dipublikasikan pada Agustus 2019.24

Prospek untuk FTA ini tidak pasti. Keputusan UE untuk mengidentifikasi minyak sawit sebagai bahan 
baku produksi (feedstock) berisiko tinggi yang akan menyebabkan alih fungsi lahan tidak langsung 
(ILUC) dan, oleh karena itu, secara bertahap akan dihapus kelayakannya untuk memperoleh 
dukungan keuangan atau dukungan peraturan dengan tujuan digunakan sebagai sumber energi 
pada tahun 2030 berdasarkan ketentuan Pedoman Energi Terbarukan, tidak mengherankan 
telah membuat pemerintah Indonesia marah, dan pada tahun 2020 Indonesia mengajukan kasus 
perselisihan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa 
memasukkan minyak sawit sebagai satu-satunya bahan baku untuk produksi bahan bakar hayati 
yang dikategorikan sebagai risiko ILUC tinggi menunjukkan bahwa UE bertindak diskriminatif.  

2.1	 Minyak sawit Indonesia dan UE
UE adalah importir minyak sawit penting dari Indonesia, yang mengimpor 14 sampai 17 persen dari 
minyak sawit yang diekspor Indonesia (menurut berat) setiap tahun mulai dari tahun 2016 sampai 
2020; ini membuat UE menjadi importir ketiga terbesar di dunia, setelah India (20–30 persen) dan 
Tiongkok (14–22 persen).25 Setelah UE menghapus bea anti-dumping atas bahan bakar biodiesel 
minyak sawit Indonesia (dan bahan bakar biodiesel kedelai Argentina) pada tahun 2018, UE juga 
mengimpor bahan bakar biodiesel minyak sawit dalam jumlah sangat besar – 1,2 juta ton pada 
tahun 2018, dibandingkan dengan lebih dari empat juta ton minyak sawit mentah (dari semua 
sumber) yang digunakan untuk membuat bahan bakar biodiesel di kilang-kilang biomassa Eropa.26 
Namun, pada Agustus 2019, bea anti-dumping diberlakukan kembali untuk sementara dengan 
alasan bahwa produsen-produsen Indonesia mendapat manfaat dari serangkaian subsidi; langkah 
ini dikonfirmasi pada Desember 2019. 

Energi, yang sebagian besar digunakan untuk bahan bakar biodiesel untuk transportasi tetapi 
sebagian juga untuk pembangkitan tenaga listrik dan panas, sekarang merupakan tujuan utama 
dari impor minyak sawit ke UE; pada tahun 2018, 65 persen dari impor minyak sawit digunakan 
untuk sumber energi.27 Untuk memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan insentif keuangan dan 
peraturan, minyak sawit yang digunakan untuk energi harus memenuhi ketentuan keberlanjutan 
dalam Pedoman Energi Terbarukan UE, yang menetapkan tingkat penghematan gas rumah kaca 
minimum dibandingkan dengan bahan bakar fosil, dan juga mewajibkan agar bahan baku produksi 
tidak diperoleh dari lahan dengan keanekaragaman hayati tinggi, lahan dengan cadangan karbon 

23 - Tersedia di https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154810.htm.
24 - Development Solutions, Sustainability Impact Assessment (SIA) in support of Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union and the Republic of Indonesia: 
Final Report (Komisi Eropa, Agustus 2019); https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158901.pdf.
25 - Data UN Comtrade untuk HS 1511 (minyak sawit dan fraksinya).
26 -   ‘Almost two-thirds of palm oil consumed in the EU is burned as energy – new data’ (Transport & Environment, 26 Juni 2019); https://www.transportenvironment.org/press/
almost-two-thirds-palm-oil-consumed-eu-burned-energy-new-data.
27 - Ibid.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154810.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158901.pdf
https://www.transportenvironment.org/press/almost-two-thirds-palm-oil-consumed-eu-burned-energy-new-data
https://www.transportenvironment.org/press/almost-two-thirds-palm-oil-consumed-eu-burned-energy-new-data
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tinggi, atau lahan gambut yang dikelompokkan demikian pada tahun 2008. Kriteria tersebut tidak 
mencakup dampak ILUC, tetapi seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan dampak ini, UE 
mengadopsi peraturan-peraturan tambahan28 untuk mencoba membatasinya. Hasilnya, seperti 
disebutkan di atas, adalah kelayakan minyak sawit untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan 
digunakan sebagai energi kini akan dihapus pada 2030. Negara-negara anggota diizinkan untuk 
menghapus bahan-bahan baku produksi tertentu lebih cepat jika mereka menginginkannya. 
Sampai saat ini, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, dan Italia telah mengumumkan tanggal 
penghapusan lebih cepat untuk tidak mendukung minyak sawit.29

Pedoman ini menetapkan bahwa skema-skema sertifikasi dapat digunakan untuk menunjukkan 
kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan, meskipun pengguna dapat memberikan bukti mereka 
sendiri untuk bahan baku produksi yang tidak tersertifikasi. Beberapa skema sertifikasi telah 
disetujui oleh Komisi Eropa sebagai skema yang menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria sesuai 
ketentuan Pedoman Energi Terbarukan 2009, dan proses persetujuan untuk Pedoman  2018 
(penyusunan kembali) sedang berlangsung; penilaian positif awal telah diberikan untuk beberapa 
skema, termasuk skema ISSC UE.30 Data persis tentang cakupan skema-skema sertifikasi untuk 
minyak sawit yang digunakan untuk energi di UE tampaknya tidak ada, tetapi beberapa studi 
menunjukkan bahwa skema ISSC dominan. 

Untuk minyak sawit yang digunakan untuk bahan makanan, skema sertifikasi utamanya adalah 
RSPO. Asosiasi-asosiasi industri, dan terkadang pemerintah di sejumlah Negara Anggota UE telah 
menyatakan komitmen untuk mencapai 100 persen minyak sawit berkelanjutan di pasar mereka; 
pada tahun 2019, 86 persen minyak sawit yang digunakan untuk makanan di UE telah tersertifikasi 
RSPO.31

Besaran bea impor

Indonesia memenuhi kualifikasi untuk bea impor rendah berdasarkan GSP standar UE untuk negara 
berpendapatan rendah dan rendah-menengah. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2, ini berarti 
bahwa minyak sawit mentah dan minyak inti sawit mentah mendapat manfaat dari bea impor 
nol dan produk olahan mendapat manfaat dari tarif yang lebih tinggi secara progresif. Ini adalah 

28 - Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/807 tanggal 13 Maret 2019 melengkapi Pedoman (UE) 2018/2001 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa terkait dengan penetapan bahan baku 
produksi berisiko tinggi yang menyebabkan alih fungsi lahan tidak langsung, yang selanjutnya mengakibatkan perluasan daerah produksi secara signifikan menjadi lahan dengan 
cadangan karbon tinggi, dan sertifikasi bahan bakar nabati, bahan bakar nabati cair, dan bahan bakar biomassa yang berisiko rendah menyebabkan alih fungsi lahan tidak langsung.
29 - ‘Palm, soy under further pressure in EU biofuels mix’, Argus Media, 20 November 2020; https://www.argusmedia.com/en/news/2155904-palm-soy-under-further-pressure-
in-eu-biofuels-mix.
30 - Daftar tersedia di https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en.
31 - ‘Data terkini menunjukkan 86% dari minyak sawit yang diimpor ke Eropa adalah minyak sawit berkelanjutan’ (IDH, 2 September 2020), https://www.idhsustainabletrade.com/
news/latest-data-shows-86-of-palm-oil-imported-to-europe-sustainable/.

Foto: Victor Barro/FLICKR

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en
https://www.idhsustainabletrade.com/news/latest-data-shows-86-of-palm-oil-imported-to-europe-sustainable/
https://www.idhsustainabletrade.com/news/latest-data-shows-86-of-palm-oil-imported-to-europe-sustainable/
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Kode produk Deskripsi produk Bea impor

1511 Minyak sawit dan ragam fraksinya, disuling atau tidak, tetapi tidak 
dimodifikasi secara kimia

0%

15111010 Minyak mentah – untuk penggunaan teknis atau industri selain produksi 
bahan makanan untuk konsumsi manusia

0%

15111090 Minyak mentah – lainnya 0%

15119011 Lainnya: fraksi padat – dalam kemasan langsung dengan isi neto tidak 
melebihi 1 kilogram (kg)

4.4%

15119099 Lainnya – untuk penggunaan teknis atau industri selain produksi bahan 
makanan untuk konsumsi manusia

3.1%

1511901920 Fraksi padat – lainnya untuk produksi asam lemak, dll. 3.8%

1511909120 Fraksi padat untuk produksi asam lemak, dll. 1.6%

1513 [termasuk] inti sawit dan fraksinya

1513211020 Minyak mentah, untuk penggunaan teknis atau industri selain produksi 
bahan makanan untuk konsumsi manusia, untuk produksi asam lemak, 
dll.

0%

1513211090 Minyak mentah, untuk penggunaan teknis atau industri selain produksi 
bahan makanan untuk konsumsi manusia – lainnya

0%

1513213000 Minyak mentah, lainnya, dalam kemasan langsung dengan isi neto tidak 
melebihi 1 kg

4.4%

1513219000 Minyak mentah, lainnya 2.2%

1513291100 Fraksi padat lainnya, dalam kemasan langsung dengan isi neto tidak 
melebihi 1 kg	

8,9%

1513291900 Fraksi padat lainnya 7.4%

1513293020 Lainnya untuk produksi asam lemak, dll. 1.6%

1513293090 Lainnya – untuk penggunaan teknis atau industri selain produksi bahan 
makanan untuk konsumsi manusia

1.6%

1513295000 Lainnya – dalam kemasan langsung dengan isi neto tidak melebihi  
1 kg

8.9%

1513299000 Lainnya 6.1%

Sumber: Komisi Eropa, pangkalan data daring Access2Markets.

contoh umum ‘kenaikan tarif’, di mana bea impor lebih tinggi untuk produk semiolahan daripada 
untuk bahan baku, dan lebih tinggi lagi untuk produk jadi. Tarif ini dirancang untuk melindungi 
industri pengolahan di negara pengimpor dan menekan pengembangan kegiatan pengolahan di 
negara-negara asal bahan baku.

Sesuai dengan perkiraan berdasarkan besaran bea impor yang berbeda-beda ini, minyak sawit 
mentah berkontribusi sekitar dua per tiga dari ekspor minyak sawit Indonesia ke UE pada tahun 
2019 dan 2020.32

Tabel 2 Besaran bea impor UE untuk minyak sawit Indonesia

32 - Pangkalan data UN Comtrade, hasil untuk HS 151110 dan HS 151190.
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2.2	 Kemungkinan dampak FTA
Sustainability Impact Assessment (SIA)/Analisis Dampak Keberlanjutan yang dilakukan untuk 
Komisi Eropa menganalisis kemungkinan dampak jika perdagangan ekspor minyak sawit 
Indonesia ke UE diliberalisasi. Dengan mempertimbangkan pentingnya komoditas ini untuk 
ekonomi Indonesia, topik ini diperlakukan dengan cukup mendetail.33

Faktanya, pemodelan yang dilakukan untuk SIA memproyeksikan perubahan yang sangat kecil 
dalam ekspor minyak sawit ke UE sebagai akibat dari perubahan bea impor:

“Untuk tujuan ini, model CGE Studi ini memproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami 
penurunan marginal dalam total keluaran sektoral sebagai akibat dari FTA, dengan 
penurunan sebesar 0,06 persen dalam skenario konservatif, dan penurunan 0,04 persen 
dalam skenario pemodelan ambisius. Seperti disebutkan dalam analisis makroekonomi 
(lihat Bab 3.2.1), hasil ini diperkirakan akan naik karena perjanjian ini mendorong realokasi 
sumber daya untuk produksi dan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan sektor alas kaki. 
Namun, penting diingat ini tidak berarti bahwa sektor tersebut diperkirakan mengalami 
penyusutan di masa mendatang karena penurunan ini terkait dengan skenario dasar. 
Malahan, peralihan produksi dari minyak sawit ke produksi pakaian dan pelengkap 
pakaian diproyeksikan terjadi, yang menunjukkan daya tanggap yang lebih tinggi dari 
ekonomi Indonesia terhadap penghapusan hambatan dagang atas pakaian dan pelengkap 
pakaian.”34

Dengan kata lain, produksi minyak sawit dan ekspor terus meningkat (skenario dasar), tetapi 
FTA mungkin mendorong investasi yang lebih besar pada sektor-sektor dengan nilai tambah 
lebih tinggi, sehingga agak mengurangi keluaran dari sektor minyak sawit terkait dengan 
hal yang akan terjadi jika FTA tidak ada. Proyeksi ini tidak mempertimbangkan kemungkinan 
penurunan ekspor minyak sawit sebagai akibat dari penghapusan kelayakan untuk dukungan 
berdasarkan Pedoman Energi Terbarukan. 

Analisis ini tidak membahas komposisi ekspor minyak sawit, tetapi dapat diperkirakan bahwa 
penghapusan bea impor untuk produk semiolahan dan olahan akan meningkatkan volume 
relatifnya proporsional dengan total ekspor (karena bea impor untuk minyak sawit mentah 
sudah nol), tetapi pada gilirannya ini akan tergantung pada jumlah investasi dalam fasilitas 
pengolahan.

33 - Development Solutions, Sustainability Impact Assessment, Bab 8.1.
34 - Ibid., hal. 178. 
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2.3	 Kemungkinan dampak langkah-langkah yang sama 
seperti dalam CEPA EFTA 

Proposal Indonesia

Proposal Indonesia untuk bab Perdagangan dan Pengembangan Berkelanjutan dalam FTA, 
yang diajukan pada Juni 2017, memuat uraian yang luas tentang perlakuan untuk minyak nabati 
pada lampiran khusus, dengan Pasal 6 merupakan bagian utama:

Pasal 6: Standar-standar minyak nabati berkelanjutan

1.	 Para Pihak menyetujui bahwa minyak nabati harus diproduksi secara berkelanjutan.

2.	 Para Pihak menyetujui untuk mengakui standar-standar keberlanjutan untuk produk  
		 minyak nabati berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pihak.

3.	 Para Pihak menyetujui bahwa produk minyak nabati berkelanjutan sebagaimana  
		 disebutkan pada ayat 2 Pasal ini tidak akan dikenakan tarif, bea, dan/atau biaya impor  
		 lainnya serta bea cukai atau pajak dalam negeri yang dikenakan oleh Pihak lainnya.

4.	 Para Pihak mengakui meningkatnya pengembangan beragam kerangka dan standar  
		 keberlanjutan oleh para pelaku nonpemerintah. Para Pihak mengakui pentingnya  
		 kontribusi standar-standar keberlanjutan dari pihak-pihak nonpemerintah tersebut  
		 untuk pengembangan skema keberlanjutan keseluruhan, asal skema-skema  
		 nonpemerintah ini tidak menimbulkan fragmentasi berlebihan, tidak antipersaingan,  
		 didasarkan pada pembenaran ilmiah, dan tidak menyesatkan konsumen.

Ada juga rujukan-rujukan tambahan tentang pengakuan bersama atas ‘kriteria dan standar 
keberlanjutan yang diterapkan untuk minyak nabati yang telah ditetapkan secara independen 
oleh setiap pihak’ dalam batang tubuh bab yang diusulkan (Pasal XX.11 (2) dan XX.12 (3), dan 
dalam Bab 10 Lampiran, tentang ‘minyak nabati sebagai bahan bakar nabati’. Dengan kata lain, 
standar keberlanjutan apa pun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia – contohnya, ISPO 
– harus diakui oleh UE. Putaran ketiga negosiasi tentang FTA, pada September 2017, mencakup 
presentasi oleh Indonesia tentang skema ISPO.35

Selain itu, Pasal 4 Lampiran, tentang ‘nondiskriminasi’, membuat para pihak berkomitmen 
untuk: ‘menyetujui bahwa pajak atau biaya internal, serta peraturan perundang-undangan 
dan langkah lain apa pun yang diterapkan pada sektor minyak nabati, harus konsisten dengan 
setiap perlakuan nasional atau kewajiban most-favoured-nation yang diabadikan dalam 
Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT)’. Ini akan membuat UE berkomitmen 
untuk tidak mendiskriminasi minyak sawit dalam perdagangan atau melalui langkah-langkah 
lain apa pun, sepanjang minyak sawit dianggap sebagai ‘produk yang serupa’ dengan 
jenis-jenis minyak nabati lainnya.

Apakah jenis-jenis minyak nabati merupakan ‘produk yang serupa’ satu dengan yang lain 
masih diperdebatkan. Dalam beberapa hal, minyak nabati sangat dapat digantikan satu 
sama lain (tidak mengherankan, karena sebagian besar biji-biji minyak mengandung asam 
lemak yang sama, meskipun dengan kombinasi berbeda), keduanya memiliki kegunaan yang 
sama, misalnya, untuk menggoreng, sebagai tambahan makanan, atau sebagai komponen 
bahan bakar biodiesel. Namun, dalam hal lain, keduanya berbeda: minyak sawit cenderung 
memiliki energi yang jauh lebih padat daripada minyak nabati lainnya (satu alasan mengapa 
kelapa sawit adalah tanaman yang sukses), dan kelapa sawit tumbuh di berbagai kondisi dan, 

35 - Tersedia di https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156114.pdf.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156114.pdf
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biasanya, berbagai negara. Minyak nabati juga memiliki klasifikasi tarif berbeda dalam Sistem 
Harmonisasi kode pabean; dan di UE, sejak Desember 2014, masing-masing harus diidentifikasi 
pada label makanan (daripada dicakup dengan istilah umum ‘minyak nabati’). 

Kesuksesan kampanye Greenpeace pada tahun 2010 melawan penggunaan minyak sawit oleh 
Nestlé dalam produksi cokelat Kit Kat batangan, dan kampanye LSM lain yang menyasar minyak 
sawit, menunjukkan bahwa konsumen dapat membedakan produk yang dibuat dengan 
minyak sawit – yaitu, bahwa jenis-jenis minyak tidak ‘serupa’ – tetapi juga menunjukkan bahwa 
konsumen akan senang menerima produk yang dibuat dengan minyak nabati lain – yaitu, 
bahwa jenis-jenis minyak lain ini ‘serupa’. Perlakuan WTO atas masalah ini harus diputuskan 
melalui kasus perselisihan.

Proposal UE

UE memublikasikan proposalnya untuk bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan di 
bulan Mei 2017.36 Isinya, yang agak sama dengan bab-bab yang setara dalam FTA-FTA UE lain, 
terutama adalah tentang serangkaian pernyataan tanpa komitmen spesifik. Tidak ada rujukan 
ke minyak nabati, minyak sawit, atau bahan bakar nabati.

Laporan Komisi Eropa tentang topik ini dalam putaran negosiasi kesembilan tentang FTA 
dengan Indonesia, pada Juni 2020, menyatakan bahwa: ‘Pembahasannya konstruktif, 
meskipun kemajuan yang dapat dicapai terbatas. Kedua belah pihak menarik tujuan mereka 
untuk menyepakati bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan yang ambisius dan 
komprehensif. Namun demikian, kedua belah pihak masih berbeda tentang pendekatan 
konseptual keseluruhan untuk bab tersebut dan hubungannya dengan bagian-bagian lain 
dalam perjanjian tersebut.’37 Laporan tentang putaran kesepuluh, pada Maret 2021, agak lebih 
positif, meskipun hanya menyentuh terutama masalah yang terkait dengan iklim daripada 
masalah yang lebih luas.

36 - Tersedia di https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156111.pdf.
37 -   ‘Report of the virtual round of negotiations for a trade agreement between the European Union and Indonesia, 15 - 26 Juni 2020’ (Komisi Eropa); https://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2020/july/tradoc_158900.07.10%20public%20report%20virtual%20round.doc.pdf.

Foto: Victor Barro/FLICKR

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156111.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158900.07.10%20public%20report%20virtual%20round.doc.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158900.07.10%20public%20report%20virtual%20round.doc.pdf
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3  Kesimpulan

3.1	 Pembedaan keberlanjutan dalam perjanjian-per-
janjian dagang

Persyaratan-persyaratan untuk minyak nabati berkelanjutan dalam CEPA Indonesia–EFTA  
dianggap sangat revolusioner: ‘Untuk kali pertama dalam sejarah, mekanisme peraturan akan 
diterapkan untuk mendorong keberlanjutan melalui preferensi dagang’, menurut seorang 
pengamat.38

Faktanya, preferensi dagang seperti ini telah dicoba sebelumnya, meskipun tidak dalam 
konteks perjanjian bilateral. Pada tahun 1998, UE memasukkan pasal lingkungan (dan 
ketenagakerjaan) dalam GSP-nya; negara-negara yang memenuhi standar keberlanjutan 
Organisasi Kayu Tropis Internasional untuk produk kayu berhak untuk mendapatkan 
pengurangan tarif khusus sekitar 25 persen. Namun, belum pernah ada negara yang 
mengajukan untuk insentif khusus lingkungan ini, mungkin terutama karena bea impor 
rendah yang sudah diterapkan pada produk-produk kayu gelondongan dan kayu. Keterlibatan 
birokrasi dan pengakuan tersirat atas hubungan perdagangan dan lingkungan (sering tidak 
diinginkan oleh banyak negara berkembang) mungkin juga berkontribusi pada penyerapan 
yang buruk.

Saat ini UE menjalankan ‘pengaturan insentif khusus untuk pembangunan berkelanjutan 
dan tata kelola yang baik’ (‘GSP+’), untuk negara-negara yang dikelompokkan rentan (yaitu 
mengalami tidak adanya diversifikasi ekonomi dan integrasi yang tidak memadai dalam 
sistem perdagangan internasional) yang juga mematuhi daftar 27 konvensi internasional 
tentang hak asasi manusia dan tenaga kerja, standar lingkungan, dan tata kelola yang baik. 
Negara-negara GSP+ dapat memperoleh manfaat dari penangguhan penuh terhadap bea 
untuk produk-produk, sekitar 66 persen dari semua lini tarif UE, termasuk produk-produk 
sensitif (beberapa di antaranya – negara-negara termiskin – mendapat manfaat dari bea impor 
nol berdasarkan ketentuan ‘Semua Kecuali Senjata’ dari UE untuk negara-negara termiskin). 

Pada September 2021, Komisi Eropa memublikasikan proposal untuk kerangka GSP baru untuk 
periode 2024–34.39 Di antara perubahan yang ada, proposal baru tersebut memperkenalkan 
kemungkinan menarik manfaat GSP atas pelanggaran-pelanggaran serius dan sistematis 
terhadap prinsip-prinsip konvensi lingkungan (khususnya, delapan perjanjian lingkungan 
multilateral, yang tercantum dalam lampiran),40 dan memperluas daftar konvensi internasional 
yang harus diratifikasi oleh negara-negara GSP+ agar mencakup Perjanjian Paris tentang 
perubahan iklim.

Namun, tidak seperti klausul-klausul dalam GSP 1998, persyaratan dalam GSP yang ada 
maupun yang diusulkan menerapkan pengurangan bea impor untuk semua komoditas, 
alih-alih pengurangan untuk komoditas tertentu yang terkait dengan deforestasi atau dampak 
negatif lainnya.

Persyaratan untuk minyak nabati dalam CEPA Indonesia-EFTA bersifat revolusioner karena 
untuk kali pertama, langkah-langkah tersebut dimasukkan dalam perjanjian dagang bilateral. 
Seperti telah dibahas dalam Bagian 2, implikasi untuk ekspor minyak sawit Indonesia 
ke negara-negara EFTA tidak signifikan. Imbalan yang jauh lebih berarti adalah ketika 
dimasukkannya persyaratan yang serupa dalam FTA Indonesia-UE dan dimasukkannya standar 
ISPO dalam daftar prosedur kepatuhan yang disetujui.

38 - Stefan Kautsch (Jaringan Minyak Sawit Swiss). ‘Swiss Referendum: an example for facilitating more sustainable palm oil trade in Europe?’, 8 April 2021; https://www.sustainab-
lepalmoilchoice.eu/swiss-referendum-an-example-for-facilitating-more-sustainable-palm-oil-trade-in-europe/.
39 - ‘Komisi Eropa mengusulkan Skema Preferensi Umum UE baru untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara berpendapatan rendah’, 22 September 2021; 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2303.
40 - CITES, Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan dan Pembuangan Limbah Berbahaya Lintas Batas, 
Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Kerangka Perubahan Iklim PBB, Protokol Cartagena tentang Keselamatan Biologi, Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik 
Persisten, Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/swiss-referendum-an-example-for-facilitating-more-sustainable-palm-oil-trade-in-europe/
https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/swiss-referendum-an-example-for-facilitating-more-sustainable-palm-oil-trade-in-europe/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2303
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Mungkin Indonesia sedang berupaya menetapkan preseden yang sama terkait dengan 
ekspor minyak sawit ke United Kingdom (UK). Pada April 2021, dalam sebuah kunjungan 
ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mencatat bahwa legislasi uji 
tuntas yang diusulkan UK (yang menjadi undang-undang, sebagai bagian dari UU 
Lingkungan, pada November 2021) akan menghormati peraturan lokal Indonesia dan 
oleh karena itu, berimplikasi mengakui standar ISPO.41 (Legislasi UK dimaksudkan untuk 
mewajibkan para importir komoditas hutan berisiko – belum ditetapkan tetapi hampir 
pasti mencakup minyak sawit – untuk melakukan uji tuntas atas risiko produksi komoditas 
tersebut apakah telah diproduksi melalui pembukaan hutan secara ilegal. Penggunaan 
skema-skema sertifikasi seperti RSPO atau ISPO dalam membuktikan kepatuhan terhadap 
persyaratan tersebut belum jelas.) Pernyataan Raab mendapatkan liputan media yang 
positif dan tanggapan hangat dari para menteri di Indonesia. Evaluasi Bersama atas 
Perdagangan UK–Indonesia, yang dimulai pada tahun 2018 sebagai pendahulu sebuah 
perjanjian dagang, disepakati tiga pekan kemudian.42 UK saat ini sedang berupaya untuk 
membuat perjanjian-perjanjian dagang dengan rentang yang luas secepat mungkin 
untuk mengganti berbagai peluang dagang yang hilang akibat melepaskan diri dari UE.

3.2	 Potensi cara-cara ke depan
Seperti disebutkan dalam Bagian 2, saat ini negosiasi-negosiasi tentang FTA UE–Indonesia 
sedang berlanjut dengan tidak baik. Tampaknya sangat tidak mungkin bagi UE untuk 
menerima proposal Indonesia dalam hal bagian naskah yang terkait dengan minyak 
sawit, tetapi pasti mungkin bagi UE untuk menerima prinsip umum diskriminasi dalam 
perdagangan berdasarkan cara produk diproduksi, seperti dalam CEPA EFTA.

Apakah ada cara di mana FTA antara UE dan Indonesia dapat mendukung perdagangan 
minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan? Pada prinsipnya, seperti dalam 
CEPA EFTA, perjanjian tersebut dapat menetapkan kriteria yang mendefinisikan arti 
‘keberlanjutan’. Kriteria yang dimasukkan dalam CEPA EFTA adalah awal yang baik, 
tetapi untuk memastikan hasil keberlanjutan yang positif, persyaratan dalam FTA harus 
dievaluasi dengan cermat melalui proses evaluasi yang melibatkan multipemangku 
kepentingan, termasuk perwakilan petani kelapa sawit, terutama petani-petani kecil, 
masyarakat setempat, dan organisasi masyarakat sipil, bersama dengan pihak-pihak 
pemerintah dan industri.  

Beberapa istilah yang digunakan dalam kriteria CEPA, seperti ‘hutan primer’ dan 
‘deforestasi’, harus didefinisikan secara mendetail; contohnya, perlindungan hutan primer 
dan sekunder sangat penting, tetapi saat ini hutan sekunder di Indonesia dapat dikonversi 
secara sah menjadi perkebunan kelapa sawit. Faktanya, perdebatan yang sama akan 
terjadi terkait dengan Peraturan tentang produk bebas deforestasi yang diusulkan oleh 
Komisi Eropa, yang dipublikasikan pada November 2021, yang melarang penempatan 
komoditas yang diproduksi melalui deforestasi di pasar UE.43 Definisi dalam FTA dan 
peraturan tersebut harus sama, tetapi tentu saja ada banyak aspek keberlanjutan lain 
yang harus juga dicerminkan dalam FTA.  Kriteria CEPA EFTA menyentuh beberapa aspek 
ini – misalnya ‘menghormati hak-hak masyarakat adat dan pekerja setempat’ – tetapi 
harus didefinisikan dengan cermat. Definisi lainnya dapat diambil dari kriteria dalam 
Pedoman Energi Terbarukan, termasuk misalnya, persyaratan untuk tidak mengizinkan 
minyak sawit diambil dari lahan dengan keanekaragaman hayati tinggi, lahan dengan 
cadangan karbon tinggi, atau lahan gambut yang dikelompokkan demikian dalam 2008.

41 - Indonesia-United Kingdom Partnership Forum 2021: joint statement, 7 April 2021; https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-united-kingdom-partnership-fo-
rum-2021-joint-statement/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement.
42 - Joint Statement on UK Indonesia Joint Trade Review, 26 April 2021; https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-
statement/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement
43 - Naskah tersedia di https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en.
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https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement
https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement
https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement


23meningkatkan tata kelola hutan terkait dengan minyak sawit (Januari 2022)

Skema ISPO akan direvisi pada tahun 2024, dan sebagai bagian dari negosiasi FTA, UE dapat 
menawarkan bantuan dalam menyempurnakan kriteria, pelaksanaan, dan pemantauannya. 
Pada prinsipnya, pengakuan skema-skema nasional dikehendaki karena akan membantu 
mendorong persetujuan dari negara produsen – seperti dalam VPA FLEGT – tetapi tentu 
saja standarnya harus memadai untuk dapat menyediakan komoditas yang benar-benar 
berkelanjutan dalam hal kriteria maupun pelaksanaan serta penegakannya. 

Lebih luas lagi, dimasukkannya elemen-elemen yang diambil dari VPA FLEGT ke dalam FTA 
akan membantu mentransformasi FTA dari perjanjian sempit yang berfokus hanya pada 
penghapusan hambatan perdagangan menjadi upaya yang jauh lebih luas untuk mendorong 
pembangunan berkelanjutan. Contoh elemen-elemen yang dapat dimasukkan adalah: – 
komitmen Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan penegakan hukum, meningkatkan 
transparansi dan masukan dari multipemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan, 
dan menetapkan skema keterlacakan yang kuat dan dapat diverifikasi secara independen, dan 
bantuan pengembangan kapasitas, termasuk khususnya dukungan untuk para petani kecil, dari 
UE, serta peningkatan akses ke pasar UE.
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What can future trade agreements that aim to promote 
trade in sustainably produced palm oil learn from 

previous trade negotiations?


